
 

 

 

 

 

BUPATI TANAH LAUT 

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 

PERATURAN BUPATI TANAH LAUT 

NOMOR   23  TAHUN 2020 

 

TENTANG 

 

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH 

 PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK 

PADA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, 

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, 

 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI TANAH LAUT, 

 

Menimbang    : 1.  

 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 

Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana 

Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak sebagai 

Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak; 

 2.  Bahwa semua penyedia layanan perlindungan perempuan dan 

anak yang telah dibentuk oleh pemerintah daerah Kabupaten 

sebelum Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2018 ditetapkan 

harus menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Nomor 4 

Tahun 2018. 

 3.  bahwa  untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis 

operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang pada Dinas 

Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak perlu membentuk Unit 

Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perlindungan Perempuan 

dan Anak (PPA); 

 4.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan 

Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis 

Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas 

Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak, di Lingkunga Pemerintah 

Kabupaten Tanah Laut; 

 

Mengingat       : 1.  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah 
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diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 

2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 

183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6398); 

 2.  Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5494); 

 3.  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  

Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5679); 

  4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 

Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5601); 

 

 

 

 

  5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun  2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019  tentang 

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 

tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 

  6. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2002 tentang Rencana 

Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial 

Anak; 

  7. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana 

Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan (Traffiking) 

Perempuan dan Anak; 

  8. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman 

Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan 

Perempuan dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 532); 

  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 

tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas 

dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 451); 
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 10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 

6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 

25); 

 11. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 73 Tahun 2016 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta 

Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga 

Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

(Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 73); 

 

 

MEMUTUSKAN  : 

 

Menetapkan : 

 

 

PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT 

PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN 

DAN ANAK PADA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK 

KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 

DAN PERLINDUNGAN ANAK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH 

KABUPATEN TANAH LAUT. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimakud dengan : 

 

1.  Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut. 

2.  Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan 

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

3.  Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah 

Laut. 

4.  Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam 

penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan 

daerah. 

5.  Dinas adalah Perangkat Daerahyang menyelenggarakan Urusan 

Pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,  Kabupaten Tanah 

Laut. 

6.  Bidang  adalah bidang pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga 

Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,  

Kabupaten Tanah Laut. 

7.  Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD 

PPA) adalah unsur pelaksana kegiatan teknis operasional di wilayah 
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Kabupaten Tanah Laut dalam memberikan layanan bagi perempuan  dan 

anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan 

khusus dan masalah lainnya. 

8.  Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah adalah Kepala Unit Pelaksana 

Teknis Daerah pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,  Kabupaten Tanah 

Laut. 

9.  Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional 

Angka Kredit pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, 

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabalong. 

10.  Eselon adalah tingkat jabatan struktural. 

 

BAB II 

PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN 

Bagian Kesatu 

PEMBENTUKAN 

Pasal 2 

(1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD PPA Kabupaten Tanah Laut 

pada Dinas . 

(2) Klasifikasi UPTD pada Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 

tipe B. 

Bagian Kedua 

KEDUDUKAN 

Pasal 3 

 

UPTD pada dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan di bawah dan 

bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. 

 

BAB III 

SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI  

DAN URAIAN TUGAS 

Paragraf 1 

Susunan Organisasi 

Pasal 4 

(1) Susunan Organisasi UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Tipe B 

adalah terdiri atas : 

a. Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak;dan 

b. Kelompok Jabatan Fungsional; 

(2) Bagan Struktur Organisasi UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 
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                             Paragraf 2  

         Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas 

 

                                                        Pasal 5 

 

(1) Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak mempunyai tugas 

melaksanakan kebijakan perlindungan perempuan dan perlindungan anak 

terhadap kekerasan dengan memberikan pelayanan dan perlindungan 

perempuan dan anak. 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala 

UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak mempunyai fungsi: 

a. pelaksanaan kegiatan koordinasi instansi pihak terkait, fasilitasi, 

mediasi berbagai pelayanan masyarakat baik fisik maupun non fisik; 

b. penyediaan dan/atau fasilitasi layanan rehabilitasi sosial dan rehabilitasi 

medis bagi perempuan dan anak korban tindak kekerasan dan korban 

tindak pidana perdagangan orang; 

c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugasnya. 

(3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai  berikut : 

a.  merencanakan dan melaksanakan kegiatan (Rencana Kerja Anggaran–

Dokumen Pelaksanaan Anggaran) UPTD Perlindungan Perempuan dan 

Anak setiap tahun mengacu kepada rencana strategis Dinas; 

b.  menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, 

pedoman dan petunjuk teknis serta bahan lainnya yang berhubungan 

dengan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak  sebagai acuan 

pelaksanaan tugas; 

c.  menyusun program, pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan 

UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak sesuai ketentuan peraturan 

guna kelancaran Dinas; 

d.  menyiapkan bahan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), 

Perjanjian Kinerja (PK) dan dokumen perencanaan lainnya pada UPTD 

Perlindungan Perempuan dan Anak untuk Dinas; 

e.  menyiapkan bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 

(LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah 

(LKPKD), Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 

dan dokumen pelaporan kinerja lainnya pada UPTD Perlindungan 

Perempuan dan Anak untuk Dinas; 

f.  merumuskan dan melaksanakan program dan kegiatan lingkup UPTD 

Perlindungan Perempuan dan Anak ; 

g.  menyelenggarakan urusan program, data, tata usaha (umum, 

perlengkapan dan kepegawaian), keuangan, aset; 

h.  membina, melaksanakan dan mengawasi program, data, tata usaha, 

keuangan dan aset; 

i.  menyusun, mengolah dan melaporkan pertanggungjawaban 

penyelenggaraan program dan data, tata usaha, keuangan dan aset; 
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j.  melaksanakan kegiatan koordinasi instansi pihak terkait, fasilitasi, 

mediasi berbagai pelayanan masyarakat baik fisik maupun non 

fisik; 

k.  menyediakan dan/atau memfasilitasi layanan rehabilitasi sosial dan 

rehabilitasi medis bagi perempuan dan anak korban tindak kekerasan 

dan korban tindak pidana perdagangan orang; 

l.  melaksanakan penyelenggaraan koordinasi pelayanan perlindungan 

perempuan dan anak di kabupaten, kecamatan, dan desa; 

m.  mengkoordinasikan program dan kegiatan yang terkait bidang 

tugasnya; 

n.  melaksanakan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah dibuat; 

o.  melakukan pengawasan melekat dan menilai kinerja bawahan sesuai 

ketentuan peraturan guna pembinaan disiplin dan pembinaan karir 

bawahan; 

p.  memberikan pelayanan teknis administrasi kepada perangkat UPTD 

Perlindungan Perempuan dan Anak yang terkait bidang tugas sesuai 

ketentuan peraturan guna kelancaran pelaksanaan tugas; 

q.  melakukan koordinasi kerjasama dengan instansi terkait dalam 

rangka penyelenggaraan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak 

guna terwujudnya tata kelola UPTD Perlindungan  Perempuan dan 

Anak yang baik; 

r.  melakukan inventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan 

penyelenggaraan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak dan 

menyiapkan alternatif pemecahan masalah mengacu kepada 

peraturan guna kelancaran pelaksanaan tugas; 

s.  memberikan saran pertimbangan kepada atasan guna bahan 

pengambilan keputusan/kebijakan dan bahan kerja atasan; 

t.  melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang 

tugasnya; dan 

u.  melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai bahan 

evaluasi dan petunjuk selanjutnya. 

 

Paragraf 3 

 

Kelompok Jabatan Fungsional 

 

Pasal 6 

 

(1)  Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan 

sebagian tugas UPTD sesuai keahlian dan kebutuhan. 

(2)  Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang 

terbagi dalam kelompok-kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. 

(3)   Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) dipimpin dan dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional 

senior yang ditetapkan oleh Kepala Dinas dan bertanggung jawab 

kepada Kepala UPTD. 
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(4)  Jumlah dan Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. 

(5)  Jenis, jenjang, dan tugas masing-masing Jabatan Fungsional 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku.   

 

BAB III 

 

TATA KERJA  

 

Pasal 7 

 

(1)   Dalam melaksanakan tugas, setiap unsur organisasi dan kelompok 

tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan 

sinkronisasi baik internal maupun eksternal. 

(2)   Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan 

mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan 

pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan. 

(3)   Setiap pimpinan unit organisasi dalam melaksanakan tugas 

melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap bawahan masing-

masing. 

(4)   Setiap pimpinan unit organisasi wajib mengikuti dan mematuhi 

petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan dan menyampaikan 

laporan berkala tepat pada waktunya.  

(5)   Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari 

bawahannya, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk 

penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk 

dan arahan selanjutnya kepada bawahan. 

(6)   Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan 

wajib disampaikan juga kepada satuan organisasi lain yang secara 

fungsional mempunyai keterkaitan dan hubungan kerja. 

(7)   Dalam upaya meningkatkan efektifitas kegiatan dan pelaksanaan 

tugas, bimbingan dan evaluasi kinerja organisasi, setiap pimpinan unit 

organisasi wajib mengadakan rapat atau pertemuan secara berkala.   

 

Pasal 8 

 

Dalam hal Kepala UPTD berhalangan sementara, maka mengusulkan 

Jabatan Fungsional Senior sebagai Pelaksana Harian (Plh) setelah 

mendapat persetujuan dinas. 
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                                BAB IV 

 

ESELON, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN 

   

                                Pasal 9 

 

(1) Kepala UPT Kelas B adalah jabatan Pengawas/Eselon     IV/b. 

(2) Pengangkatan, pemberhentian, dan pemindahan pejabat struktural, 

fungsional dan nonstruktural dilaksanakan sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

 

                                           BAB V 

 

                                     PEMBIAYAAN 

 

                                          Pasal 10 

 

(3) Pembiayaan UPTD pada Dinas dibebankan pada Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah dan sumber pendapatan lainnya yang sah dan 

bersifat tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

 

BAB VI 

 

KETENTUAN PERALIHAN 

 

Pasal 11 

 

Bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka semua penyedia layanan 

perlindungan perempuan dan anak yang telah dibentuk oleh pemerintah sebelum 

Peraturan Bupati ini ditetapkan untuk segera menyesuaikan dengan peraturan 

Peraturan Bupati ini dengan masa toleransi selama 3 (tiga) bulan sejak 

diundangkannya Peraturan Bupati ini. 
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BAB VII 

 

KETENTUAN PENUTUP 

 

Pasal 12 

 

 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati 

ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut. 

 

 Ditetapkan di Pelaihari 

pada tanggal 9 Maret 2020 

BUPATI TANAH LAUT, 

 

             Ttd.  

 

       H. SUKAMTA 

 

Diundangkan  di Pelaihari 

pada tanggal  9 Maret 2020 

          SEKRETARIS DAERAH  

       KABUPATEN TANAH LAUT, 

  

                       Ttd. 

 

             H. DAHNIAL KIFLI 

 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2020 NOMOR 23 
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 LAMPIRAN PERATURAN BUPATI TANAH LAUT 

NOMOR      :     23      TAHUN 2020 

TANGGAL   :     9 Maret 2020 

  

 

STRUKTUR ORGANISASI 

UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KABUPATEN TANAH LAUT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      BUPATI TANAH LAUT, 

 

                                                         Ttd. 

 

                                                        H. SUKAMTA 

KEPALA UPTD 

Kelompok Jabatan 

Fungsional 


